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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian analisis implementasi Perda Provinsi Sumbar 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Perda AKB) di objek wisata Kota 

Bukittinggi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Perda AKB di objek wisata Kota Bukittinggi belum maksimal 

karena belum dikomunikasikan dengan baik. Ditemukan permasalahan pada 

komunikasi akibat cara penyampaian informasi terkait Perda AKB belum 

tepat dan optimal kepada industri, petugas, dan pengunjung objek wisata 

(TMSBK dan Taman Jam Gadang). Informasi yang disampaikan juga belum 

lengkap, jelas, serta inkonsisten terkait pelaksanaan teknis perda.  

2. Implementasi Perda AKB di objek wisata Kota Bukittinggi belum dilengkapi 

sumber daya yang mendukung. Ditemukan masalah pada kuantitas dan 

kualitas petugas TMSBK dan Taman Jam Gadang dalam memberikan 

pelayanan wisata sekaligus menerapkan Perda AKB, terutama saat kondisi 

ramai. Pedoman teknis pelaksanaan dan wewenang formal bagi petugas untuk 

mengimplementasikan Perda AKB di objek wisata juga belum ada. Di 

samping itu, objek wisata juga belum didukung oleh fasilitas (tempat cuci 

tangan dan thermogun) dan dana yang memadai. 

3. Implementasi Perda AKB di objek wisata Kota Bukittinggi belum 

dipengaruhi oleh disposisi, sehingga belum mendorong pemaksimalan 

pelaksanaan perda. Ditemukan masalah pada kurangnya keseriusan dan 

komitmen Disparpora, petugas TMSBK, dan petugas Taman Jam Gadang 
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mengimplementasikan Perda AKB di objek wisata. Staf Disparpora dan 

petugas objek wisata juga belum memiliki pengaturan tugas yang jelas serta 

belum ada pemberian insentif tambahan maupun reward untuk memotivasi 

pemaksimalan implementasi Perda AKB di objek wisata. 

4. Implementasi Perda AKB di objek wisata Kota Bukittinggi belum didukung 

oleh struktur birokrasi. Implementasi belum dilengkapi SOP pelaksanaan 

AKB di TMSBK dan Taman Jam Gadang yang harus dijalankan dan dipatuhi 

petugas. Penyebaran dan pembagian tugas antara Disparpora dan SKPD Kota 

Bukittinggi, seperti Satpol PP dan Polres untuk mengimplementasikan Perda 

AKB di objek wisata juga belum jelas. Koordinasi dan kerjasama dengan 

pemerintah kabupaten dan kota diluar Kota Bukittinggi belum terjalin.  

5. Lebih dari setengah kegiatan AKB yang harus dilakukan untuk 

mengimplementasikan Perda AKB bidang pariwisata telah diterapkan di 

TMSBK dan Taman Jam Gadang, namun belum maksimal. Kendala utama 

karena kurangnya pemahaman Disparpora, petugas, dan pengunjung objek 

wisata terkait pelaksanaan Perda AKB. Faktor implementasi kebijakan 

mempengaruhi kendala tersebut, terutama komunikasi dan struktur birokrasi.  

 

6.2 Saran 

Berikut saran yang dapat peneliti berikan, kepada : 

1. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi 

a. Melakukan revisi SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-277-2020 

tentang Pembentukan Satgas COVID-19 dengan memperbaharui struktur 

dan keanggotaan SKPD yang dilibatkan serta menambahkan tugas dan 

kewenangannya sebagai implementor Perda AKB di Kota Bukittinggi.  
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b. Melakukan rapat koordinasi antara Pemda dan SKPD Kota Bukittinggi 

setiap bulan sebagai salah satu sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Perda AKB. Implementasi Perda AKB di objek wisata dijadikan salah satu 

pembahasan utama dalam rapat tersebut. 

2. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi 

a. Melakukan sosialisasi kembali mengenai Perda AKB kepada industri 

wisata, staf Disparpora, dan petugas objek wisata dengan pertemuan dan 

penyampaian secara langsung. Substansi perda AKB beserta arahan 

pelaksanaannya disampaikan secara jelas dan lengkap.  

b. Mengoptimalkan penyebaran informasi terkait Perda AKB dan protokol 

kesehatan di objek wisata melalui media cetak dan elektronik. 

Dimanfaatkan akun media sosial resmi Disparpora maupun Dinas 

Kominfo Bukittinggi untuk menyebarkan informasi. Ditambah 

pemasangan media informasi berupa spanduk maupun poster terkait Perda 

AKB dan protokol kesehatan di area objek wisata.  

c. Melakukan penambahan jumlah petugas di TMSBK melalui tambahan 

petugas outsoarcing. Penambahan petugas di Taman Jam Gadang dengan 

memaksimalkan staf kantor melalui sistem piket lapangan dan merekruit 

tenaga kontrak tambahan.  

d. Mengadakan pelatihan bagi seluruh staf Disparpora dan petugas objek 

wisata (TMSBK dan Taman Jam Gadang) untuk meningkatan 

pemahamannya mengenai kiat pemberian pelayanan pariwisata sekaligus 

penerapan protokol kesehatan yang benar dan harus dilakukan.  

e. Diharapkan Pimpinan Disparpora beserta staf dan petugas objek wisata 

(TMSBK dan Taman Jam Gadang) memahami “Panduan Pelaksanaan 
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Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya 

Tarik Wisata dalam Rangka Melaksanakan Protokol kesehatan bagi 

Masyarakat Produktif untuk pencegahan dan Pengendalian COVID-19” 

yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan 

digunakan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan Perda AKB di objek 

wisata Kota Bukittinggi.  

f. Membuat Surat Keputusan bagi staf Disparpora dan petugas objek wisata 

untuk memperjelas dan mempertegas tugas serta tanggung jawabnya 

dalam mengimplementasikan Perda AKB di objek wisata.  

g. Menambah tempat cuci tangan di TMSBK dan Taman Jam Gadang. 

Seluruh tempat cuci tangan dan toilet di objek wisata juga sebaiknya 

dilengkapi sabun.  

h. Membuat penganggaran dan alokasi dana untuk kebutuhan dan keperluan 

implementasi Perda AKB, khususnya di objek wisata. 

i. Diharapkan kepala dinas, sekretaris dinas, maupun kepala bidang TMSBK 

dan destinasi Disparpora melakukan pemantauan setiap hari ke objek 

wisata untuk mengawasi secara langsung pelakanaan AKB di objek wisata. 

Implementasi Perda AKB di objek wisata juga dilengkapi laporan 

pelaksanaan yang dibuat petugas objek wisata dan direkap Disparpora.  

j. Diharapkan ada pemberian reward kepada petugas objek wisata dalam 

bentuk uang, sertifikat, piagam penghargaan, atau kenaikan pangkat untuk 

mendorong dan memotivasi kinerja petugas dalam mengimplemetasikan 

Perda AKB di objek wisata.  

k. Membuat SOP pelaksanaan AKB bagi petugas objek wisata (TMSBK dan 

Taman Jam Gadang) yang memedomani Perda AKB dan Panduan 
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Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya 

Tarik Wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  

3. Petugas Objek wisata (TMSBK dan Taman Jam Gadang) Kota Bukittinggi 

a. Menyebarluaskan informasi Perda AKB dan protokol kesehatan lebih 

masif kepada pengunjung objek wisata melalui himbauan dengan pengeras 

suara minimal 1x30 menit dan megafon saat patroli minimal 1x2 jam.  

b. Membuat laporan harian dan bulanan tertulis mengenai implementasi 

Perda AKB di objek wisata. Laporan diberikan kepada Kepala Disparpora 

dengan menyertakan data pelanggaran AKB di objek wisata.  

c. Melakukan pengecekan fungsi dan membersihkan tempat cuci tangan di 

objek wisata menggunakan disinfektan minimal 3 kali, sehingga dapat 

memelihara dan menghindari kerusakan yang mungkin terjadi.  

d. Menggunakan thermogun untuk mengecek suhu tubuh pengunjung serta 

face shild dan masker sebagi pelindung diri saat bertugas.  

e. Mengikuti pelatihan dan kegiatan sosialisasi dari Disparpora terkait Perda 

AKB, sehingga mampu menjalankan tugas pelayanan pariwisata sekaligus 

kegiatan AKB di objek wisata dengan baik dan benar. 

 



 

 

 

 

 


